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LEGALITAS Hendarman Supandji
sebagai jaksa agung memasuki polemik
baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan putusarr soal masalah
itu, Dikatakan membuka polemik baru
karena putusan MK bersifat ambigu
terhadap sah tidatrnya Hendarnan se-
bagai jaksa agung sehingga memunculkan
penafsiran baru atas legalitas tersebut.
Semestinya, putusan MK tegas, apakah
jaksa agung itu sah atau tidak.

Dalam diktum (amar), MKberpenda-
pat, masa jabatan jaksa agungberakhir
dengan usainya masa jabatan presiden
Republik Indonesia dalam satu periode,
bersama-sama dengan tuntasnya masa
jabatan anggota kabinet. Selain itu,
masa jabatan tersebut berakhir jika
jaksa agung diberhentikan oleh presiden
dalam periode yang bersangkutan.
Sementara itu, konsideran putusan
menyatakan bahwa jabatan jaksa agung

, yang disandang Hendarman tidak bisa
dikatakan ilegal. Arti a co ntrario (maf-
hum mukhalafah)-nya, jabatan jaksa
agung bagi Hendarman legal.

Ambiguitas putusan tersebut lebih
membingungkan lagi jika mempertim-
bangkan penjelasan ketua MK dalam
konferensi pers. Dia menyatakan bahwa
jabatan jaksa agung bagi Hendarman
sah sampai pulul 14.35 \MB pada 22
September 2010. Setelah lewat pukr.rl
tersebut, jabatan itu tidaksah (lawa Pos,

23/9/2OLO). Perijelasan itu tentu tidak
konsisten dengan konsideran putusan
tersebut serta melampaui wewenang
MKkarenamembatalkan keppres peng-
angkatan Hendarman sebagai jalaa agung
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-yang bukan wewenang MK, melainkan
pengadilan tata usaha negara.

Kalau mengkaji secara lebih kompre-
hensif bahwa putusan MKitu sebenarnya
bersifat melengkapi UU Kejaksaan
-yang belum tegas dalam mengatur
waktu jabatan jaksa agung-, apakah
jabatan jalea agung mengikuti periodi-
sasi jabatan prbsiden sebagai lembaga
yang mengangkatnya? Ataukah jabatan
jaksa agung tersebut mengikuti umur
yang bersangkutan, sebagailnana usia
pensiun seorang jaksa karir? Dengan
putusan MK tersebut, jabatan jaksa
agung ke depan mengikuti periodisasi
jabatan presiden. Tetapi, hal itu harus
diatur dalam UU Kejaksaan yang direvisi
DPR. Jadi, sebenarnya pengangkatan
Hendarman sebagai jaksa agung belum
mengikuti putusan MK.

Sejatinya, implikasi hukum dari pu-
tusan MK tersebut, pengangkatan jaksa
agung di kemudian hari setelah Hendar-
man harus mengikuti amar putusan
MK dan kemungkinan perubahan LIU
Kejaksaan. Sedangkan Hendarman
saatinimasih sah sebagai jaksa agung
sampai ada pemberhentian oleh presi-
den melalui keppres. Ada beberapa
argrmentasi hukum akan hal itu. Per-
tam4 konsideran putusan MK secara
expre s sis u erb is (tersurat) menyatakan
bahwa Hendarman tidak bisa dikatakan
sebagai jaksa agung yang ilegal. Karena
itu, Hendarmanharus tetap dianggap

legal (sah), baik sebelum matrpun se-
sudah putwan MK tersebut dibqcakan,
sampai ada keppres pemberhentiannya

Kedua, dalam hukum administrasi
negara terdap at asas presurnp tio iustac
causa dart contranus arnrs. Dalam kaitan
dengankaswitu, asas tersebutbermalqn
bahwa tindakan presiden yang meng-
angkat Hendarman sebagai jaksa agung
harus tetap dianggap sah menuruthukum
(rechtrrutigheal) dan mengikat secara
hulrum sampai adakeputusan dari pre-
siden yang memberhentikarurya atau
putusan pengadilan yang membahlkan
keppres pengangkatan Hendarman Fak-

tanya sampai saat ini tidak ada keppres
yang mencabut keppres pengangkatan
Hendarman. fugatidakadaputsanpeng-
adflanpngmembplkanleppesterseht

Pengadilan yang berwenang mem-
batalkan keppres, yang notabene ber-
sifat b e s chikkin g, adalah' pengadilan
tata usaha negar4 bukan MK. Penga-
dilan tata usaha negara pun sekarang
sudah tidak berwenang membatalkan
keppres pengangkatan Hendaiman
karena tenggang yang diperbolehkan
oleh Undang-Undang, yakni 90 hari,
telah lewat. Dengan demikian, keppres
pengangkatan Hendarman sah dan
definitif sampai saat ini sekalipun.

Pemahaman ketua MK bahwa Hen-
darman sah sebagai jaksa agung selama
ini dan menjadi tidak sah setelah pukul
14.35 WIB pala22 September 2010
bukan pemahaman yuridis, melainkan
lebih pada bentuk kompromistis bagi
presiden dan Yusril Ihza Mahendra.
Dikatakan kompromistis karena pemii-

hamanyang demikian akan menyela-
matkan muka presiden dari keilegalan
Hendarmarr, tapi sekaligus memberikan
sedikit keadilan hukum bagi Yusrll. Na-
mun, bentt*putusanyangkompromistis
itu berpotensi menabrak norma-norma.
perundang-undangan yang lain, ss-l
bagaimana salra jelaskan sebelumnya.

I\4eskidemikia4sayameryusulkanhntrrk
kompromi atas kompromi putusan MK
tersebut Yakni sebaikryrapesidentnenye.
gerakaS penggantianHendarman sebagai
jalsaa&urg -)argmemangzudahdiren-
cirnakan oleh istana MK tidak bim rne-
malaakankehendakbahwa setelahpulo,tl
14.35 WB pada 22 September 2010 Hen-
darman sebagnr. jaksa agungtidaksah dan
dalamwaktu I xZ jampesidenhanrsme
ngeluarf@nkeppes

Penyegeraan penggantian jaksa agung
itu juga sangat realistis. Pertimbangan-
nya, pengangkatan jaksa agung tidak
melalui proses di DP\ seperti peng-
angkatan panglima TM atau Kapolrl
Sew-aktu-wakhr, presiden bisa me.ng-
angkat dan memberhentikan jaksa agung
meskipun dalam hihrngan jam. Penye-
geraan penggantian jalsa agung juga
bisa berarti menghentikan manuver-
manuver intemal kejaksaan mengenai
profil jaksa agung mendatang -di mana
serikat jaksa lrdonesia belum lama ini
mengeluarkan "teror" terhadap hak
prero gatif presiden yang m engharuskan
jalaa agung dari kalangan intemal. C)
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